ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR. 568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR.

0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 404 







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi 
Agama Pekanbaru, dan Mahakamah Agung, terhadap perkara 
pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan 
Peraturan Pelaksanaannya. Adapun yang membuat perbedaan putusan 
tersebut ialah penerapan hukum Islam melalui pertimbangan 
kemaslahatan. 
2. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama 
Pekanbaru dan Mahkamah Agung, dilihat dari konsep maqashid syariah 
telah memuat dan memperhatikan kemaslahatan bagi para pihak yang 
berperkara. Hal ini dilihat dari qarinah para hakim yang memutus perkara 
pembatalan perkawinan tersebut telah menerapkan konsep maqashid 
syariah dengan berusaha menjaga hak dharuriyah dari para pihak yang 
berperkara agar tetap terpenuhi. Berdasarkan kaedah yang artinya 
“Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan”, 
maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung yang 







Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis 
mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. 
Adapun saran-saran tersebut adalah: 
1. Saran Bagi Masyarakat 
Masyarakat diharapkan terus dapat menggali infomasi dan pengetahuan 
mengenai masalah-masalah terkait dengan perkawinan khususnya tentang 
pembatalan perkawinan, agar mengetahui dan mengerti tindakan yang 
harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai hal tersebut. Masyarakat
 harus berani bertindak apabila mengalami atau mengetahui orang terdekat 
mengalami masalah-masalah tersebut misalnya apabila suami melakukan 
poligami tanpa izin pengadilan, atau adanya kecacatan lain dalam 
perkawinan maka pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan 
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan 
(Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam), untuk mendapatkan 
keadilan.  
2. Saran Bagi Kantor Urusan Agama 
Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu kehati-hatian dan 
profesionalisme Petugas Pencatat Perkawinan ketika melakukan penelitian 
dan pemeriksaan mengenai identitas calon mempelai. Pengecekan identitas 
tidak hanya mengutamakan kebenaran bukti secara administratif saja, 





komunikasi dengan Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan yang 
mewilayahi domisili salah satu calon mempelai. Sehingga tidak akan 
terjadi lagi pemalsuan atau penipuan yang dilakukan oleh calon mempelai 
yang dapat mengancam dibatalkannya perkawinan mereka. 
3. Saran Bagi Lembaga Peradilan  
Sudah seharusnya lembaga peradilan harus lebih meningkatkan kualiatas 
peradilan yang sudah ada, khususnya kualitas dari pera penegak hukumnya 
dan kualitas pelayanannya, agar tujuan dari penegakan hukum tersebut 
tercapai 
